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A.  

BUPATI BANGKA SELATAN 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR  29  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 35 

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,  terdapat hal-hal 

yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, maka perlu 

dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bangka 

Selatan tersebut ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka 

Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka 

Selatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4268); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5220); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesoa Tahun 2016 Nomor 547); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

Tahun 2006 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 

Nomor 1); 
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MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 35 TAHUN 

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 35), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal  8 Mei  2018 

BUPATI BANGKA SELATAN, 
 

ttd 

 

JUSTIAR NOER 
Diundangkan di Toboali 

pada tanggal 8 Mei 2018 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 

ttd 
 

SUWANDI 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 29 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 29  TAHUN 2018  

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 

 

A. UMUM 

1. Definisi 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan 

Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan 

dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan 

dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari 

siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).  

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah.  

 

2. Klasifikasi 

Beban dan belanja diklasifikasi menurut: 

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, 

beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban 

bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban 

transfer, dan beban tak terduga. 

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan 

pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi 

ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, 

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi 

ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja 

barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan 

belanja tak terduga. 

c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi 

berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah 

daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah Kabupaten, 

belanja dinas pemerintah tingkat Kabupaten  dan lembaga teknis daerah 

tingkat Kabupaten .  
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Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional 

(LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada 

prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah 

klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: 

BEBAN KEWENANGAN 

Beban Operasi – LO  

Beban Pegawai OPD 

Beban Barang dan Jasa OPD 

Beban Bunga PPKD 

Beban Subsidi PPKD 

Beban Hibah PPKD&OPD 

Beban Bantuan Sosial PPKD 

Beban Penyusutan dan Amortisasi OPD 

Beban Penyisihan Piutang OPD 

Beban Lain-Lain OPD 

Beban Transfer  

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah PPKD 

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan 

Lainnya 

PPKD 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 

Pemerintah Daerah Lainnya 

PPKD 

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD 

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD 

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD 

Defisit Non Operasional PPKD  

Beban Luar Biasa PPKD  

 

BEBAN OPERASI  

Definisi Beban Operasi  

1. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional 

entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.  

2. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, 

Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, 

Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan 

Beban lain-lain  

3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam 

bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat 

negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan 

dengan pengadaaan aset tetap.  
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4. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat 

transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan 

dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan 

kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu 

terkait dengan suatu prestasi.  

5. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah 

untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban 

penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban 

pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang 

diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya 

denda.  

6. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 

diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu 

agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 

masyarakat.  

7. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, 

barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.  

8. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam 

bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, 

kelompok dan/atau masyarakat. Beban Penyusutan dan amortisasi 

adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan 

penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.  

9. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus 

dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait 

kolektibilitas piutang.  

10. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam 

kategori di atas. 

 

BEBAN TRANSFER   

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau 

kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada 

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan  

 

BEBAN NON OPERASIONAL  

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu 

dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.  
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BEBAN LUAR BIASA  

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak 

dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan 

terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah  

 

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006: 

Belanja Kewenangan 

Belanja Tidak Langsung  

Belanja pegawai OPD 

Belanja bunga PPKD 

Belanja subsidi PPKD 

Belanja hibah PPKD 

Belanja bantuan social PPKD 

Belanja Bagi Hasil Kepada KOTA / 

Kabupaten/Kota  dan Pemerintahan Desa 

PPKD 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada  / 

Kabupaten/Kota  Dan Pemerintahan Desa 

PPKD 

Belanja Tidak Terduga PPKD 

Belanja Langsung  

Belanja pegawai OPD 

Belanja barang dan jasa OPD 

Belanja  modal OPD 

 

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja 

tersebut: 

Belanja Kewenangan 

Belanja Operasi  

Belanja Pegawai OPD 

Belanja Barang OPD 

Bunga PPKD 

Subsidi PPKD 

Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) PPKD/OPD 

Bantuan Sosial (uang dan barang)*) PPKD/OPD 

Belanja Modal  

Belanja Tanah OPD 

Belanja Peralatan dan Mesin OPD 

Belanja Gedung dan Bangunan OPD 

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan OPD 

Belanja Aset tetap lainnya OPD 

Belanja Aset Lainnya OPD 

Belanja Tak Terduga PPKD 

*)  Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, 

sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang 

merupakan kewenangan OPD. 
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B. PENGAKUAN 

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat: 

1. Timbulnya kewajiban 

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak 

lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang 

tertulis di atas. 

2. Terjadinya konsumsi aset 

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain 

yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non 

kas dalam kegiatan operasional pemerintah. 

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset 

bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap 

atau amortisasi aset tidak berwujud. 

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat: 

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh 

transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh 

fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan 

PPKD. Contoh SP2D LS. 

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi 

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh 

Fungsi Perbendaharaan (BUD) yang sebelumnya telah di tandatangai oleh 

pengguna anggaran dan diverifikasi oleh PPK-SKPD.  Contoh SP2D GU dan 

GU NIHIL. 

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada 

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat 

dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:  

a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;  

b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan  

c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.  

 

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses 

transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan 

beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan 

lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat 

dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban 

walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah 

timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif 

bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan 

pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.  
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Contohnya saat Bendahara Pengeluaran telah membuat tagihan LS atas 

Pengadaan Barang dan Jasa walaupun belum terbit SP2D LS, maka langsung 

diakui sebagai beban dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Utang 

Beban. 

 

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila 

perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah 

tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka 

beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.  

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan 

pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan 

biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan 

perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan. Contoh 

atas transaksi ini adalah saat Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Bukti 

Pengeluaran atas tagihan GU yang sudah dibayar maka saat itu juga akan 

diakui beban tersebut dengan mendebet Beban LO dan mengkredit Kas 

Dibendahara Pengeluaran. 

 

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses 

transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran 

kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan 

setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat 

dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah 

dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau 

jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. 

Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di 

Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. Misal sewa kantor yang 

dibayar untuk jangka waktu 2 tahun, uangnya sudah dikeluarkan tetapi 

beban sewanya baru diakui setelah dimanfaatkan kantor tersebut untuk 

periode tertentu. 

 

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua 

pendekatanya itu: 

1. Metode pendekatan Beban 

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai 

beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau 

konsumsi segera mungkin.  Contoh dari transaksi ini adalah pembelian 

persediaan Alat Tulis Kantor, Obat-obatan, Barang habis pakai dan lain-

lain yang langsung diakui sebagai beban pada saat SP2D dikeluarkan dan 

pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian persediaan terpakai 

berdasarkan saldo fisik akhir persediaan yang telah dibuatkan berita acara 

pemeriksaan fisik atas persediaan tersebut. 
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2. Metode pendekatan Aset 

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai 

persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan 

dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga. 

 

Pengakuan Beban Operasi  

 Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak 

kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui 

berdasarkan dokumen yang sah.  

 Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui saat Bendahara 

Pengeluaran membuatkan bukti tagihan SPP LS dengan jenis tagihan 

belanja operasional dan saat terbitnya dokumen Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) LS akan diakui bersamaan dengan pengeluaran 

kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.  

 Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan 

bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan 

dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.  

 Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau 

peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan 

barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal 

pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai 

atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban  

 Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. 

Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai 

dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal 

pelaporan.  

 Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk 

memberikan subsidi telah timbul.  

 Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD 

disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. 

Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus 

dilakukan penyesuaian.  

 Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan 

penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi 

bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian 

beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas 

persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi 

harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.  

 Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode 

akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah 

ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.  

 Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi 

berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan 

mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.  

 Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul 

atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.  
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Pengakuan Beban Transfer  

 Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. 

Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang 

harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui 

daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai 

beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum 

pengeluaran kas (basis kas).  

 

Pengakuan Beban Non Operasional  

 Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya 

kewajiban.  

 Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya 

beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan 

pengeluaran kas (basis kas.) 

 

Pengakuan Beban Luar Biasa  

 Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban 

tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.  

 Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya 

beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan 

pengeluaran kas (basis kas)  

 

C. PENGUKURAN 

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode 

pelaporan dan diukur sesuai: 

a.  harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang 

timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa.  

b.  menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika 

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.   Dengan 

demikian untuk transaksi yang belum didapatkan harga nya boleh 

dilakukan penaksiran seperti contoh Beban listrik akhir periode boleh 

dilakukan penaksiran dengan membandingkan tagihan bulan lalu. 

Selisih taksiran dan realisasi sebenarnya akan dilakukan penyesuaian 

pada periode berikutnya.  

 

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas 

dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi 

dengan potongan-potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, 

Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi 

dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengesahan 

pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU dari Fungsi Perbendaharaan (BUD). 

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban 

penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, 

dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen 

yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial. 
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Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi 

pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang 

sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban 

dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan 

penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 

Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat 

dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 

transaksi. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam 

rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal 

transaksi. 

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas 

Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas 

bruto. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, 

belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah 

disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/atau oleh 

Fungsi Perbendaharaan yaitu BUD/Kuasa BUD. 

 

D. PENILAIAN 

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode 

pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi 

ekonomi (line item). 

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi 

anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.  

 

E. PENGUNGKAPAN 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

terkait dengan beban adalah: 

1. Rincian beban per OPD. 

2. Penjelasan atasu unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan 

keuangan lembar muka. 

3. Informasi lainnya  yang dianggap perlu. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain: 

1. Rincian belanja per OPD. 

2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan 

keuangan lembar muka. 

3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah. 

4. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

 

 BUPATI BANGKA SELATAN, 

 
ttd 

 
JUSTIAR NOER 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 29 TAHUN 2018  

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP  

B. UMUM 

 Definisi  

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam 

kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.  

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang 

masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 

memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan 

aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

Nilai tetcatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari 

biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. 

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau 

Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari  aset 

untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik. 

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir 

masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 

1. Klasifikasi  

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 

dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:  

a. Tanah  

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap dipakai.  

b. Peralatan dan Mesin  

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 

alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi 

siap pakai.  

c. Gedung dan Bangunan  

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.  

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  
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e. Aset Tetap Lainnya  

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan 

ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan 

untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 

dipakai.  

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan  

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 

selesai seluruhnya.  

 

B.  PENGAKUAN  

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 

dan nilainya dapat diukur dengan handal. 

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 

diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya 

berpindah,  misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan 

bermotor. 

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 

dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, 

seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) 

dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap 

tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset 

tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan 

penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai 

berikut:  

1. berwujud;  

2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;  

3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  

4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  

5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;  

6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk 

dipelihara; dan  

7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian 

barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang 

telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/ batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap sebagai berikut: 

 

No. Uraian 

Jumlah Harga 

Lusin/ Set/ 

Satuan (Rp) 

1 Tanah  Rp0,00 

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:  

2.1 Alat-alat Berat  Rp500.000,00 

2.2 Alat-alat Angkutan  Rp500.000,00 

2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur  Rp500.000,00 

2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan Rp500.000,00 

2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Rp500.000,00 
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No. Uraian 

Jumlah Harga 

Lusin/ Set/ 

Satuan (Rp) 

 - Alat-alat Kantor Rp500.000,00 

 - Alat-alat Rumah Tangga Rp500.000,00 

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi  Rp500.000,00 

2.7 Alat-alat Kedokteran Rp500.000,00 

2.8 Alat-alat Laboratorium  Rp500.000,00 

2.9 Alat Keamanan  Rp500.000,00 

3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:  

3.1 Bangunan Gedung Rp10.000.000,00 

3.2 Bangunan Monumen Rp10.000.000,00 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:  

4.1 Jalan dan Jembatan Rp 0,00 

4.2 Bangunan Air/Irigasi Rp 0,00 

4.3 Instalasi Rp 0,00 

4.4 Jaringan Rp 0,00 

5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:  

5.1 Buku dan Perpustakaan  Rp100.000,00 

5.2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Rp0,00 

5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 

a. Hewan 

b. Ternak 

c. Tumbuhan Pohon 

d. Tumbuhan Tanaman Hias 

 

Rp100.000,00 

Rp100.000,00 

Rp100.000,00 

Rp100.000,00 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,00 

 

Pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk    dijual/dihibahkan 

kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi 

sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum 

diserahkan kepada pembeli/ penerima hibah. Dengan berlakunya akuntansi 

berbasis akrual maka pengakuan aset dimulai saat proses pembuatan Bukti 

Tagihan untuk jenis SPP LS dan Bukti Pengeluaran untuk jenis SPP 

GU/NIHIL.  Bukti Tagihan untuk jenis SPP LS atas jenis aset yang dibeli 

berisi pilihan dengan kategori: 

a. Belanja Modal Non Termin untuk pembayaran 100% tanpa termin.  

Pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah aset langsung diakui 

dengan mendebet Jenis Aset dan mengkredit Utang Pengadaan Aset 

Tetap. 

b. Belanja Modal menggunakan termin uang muka dan berdasarkan 

kemajuan fisik asset, pengakuan Aset atas pilihan kategori ini adalah 

aset akan digolongkan kedalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). 

c. Belanja Modal Termin Terakhir yang dibayarkan 100%. Pengakuan Aset 

atas pilihan kategori ini adalah aset yang awalnya diakui sebagai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan dijadikan sebagai Aset tetap 

sesuai dengan kategori masing-masing apakah Tanah, Peralatan dan 

Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jembatan Irigasi atau Aset Tetap 

lainnya.   
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Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah 

daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

 

C. PENGUKURAN ASET TETAP 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset 

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu 

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi 

pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga 

kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, 

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan 

pembangunan aset tetap tersebut. 

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah 

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan 

nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset di 

bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka aset tersebut tidak dapat 

diakui sebagai aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah 

pengeluaran pengadaan baru. 

 

1. Komponen Biaya Perolehan 

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan. 

Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan 

Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya 

yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, 

biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll. 

Peralatan dan 

Mesin 

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta 

biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut 

siap digunakan 

Gedung dan 

Bangunan 

harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk 

biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak 

Jalan, Jaringan, 

& Instalasi 

biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-

biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, 

dan instalasi tersebut siap pakai 
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Jenis Aset Tetap Komponen Biaya Perolehan 

Aset Tetap 

Lainnya 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

aset tersebut sampai siap pakai. 

 

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh 

melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, 

biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta 

biaya perizinan. 

 

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan 

melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap 

Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak 

langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa 

konsultan 

 

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang 

nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini 

ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. 

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu 

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat 

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa 

aset ke kondisi kerjanya.  

Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan 

bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset 

ke kondisi kerjanya. 

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati 

satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut 

digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai 

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan atau pembuatan, yang pada tanggal neraca belum 

selesai dibangun atau dibuat seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan 

mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau 

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum 

selesai. 

3. Perolehan Secara Gabungan 

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangkutan. 
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4. Pertukaran Aset 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran 

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos 

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai 

ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan 

jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang 

ditransfer/diserahkan. 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang 

serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang 

serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan 

kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada 

keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang 

baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset 

yang dilepas. 

5. Aset Donasi 

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar 

nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui 

sebagai pendapatan operasional. 

6. Pengeluaran Setelah Perolehan 

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang 

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau 

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset 

yang bersangkutan. 
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URAIAN JENIS 

Persentase 

Renovasi/Restorasi/ 

Overhaul dari Nilai 

Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 

Penambahan 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

Alat Besar    

Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 

    

Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 2 

  >45% s.d 65% 4 

    

Alat Angkutan    

Alat Angkutan Darat 
Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

    

Alat Angkutan Apung 
Bermotor 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 6 

    

Alat Angkutan Apung Tak 
Bermotor 

Renovasi >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

 

    
Alat Angkutan Bermotor 

Udara 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 6 

  >50% s.d 75% 9 

  >75% s.d.100% 12 

    

Alat Bengkel dan Alat Ukur    

Alat Bengkel Bermesin Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Alat Bengkel Tak ber Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

    

Alat Ukur Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Pertanian    

Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 

  >21% s.d 40% 2 

  >51% s.d 75% 5 

    

Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 

 >0% s.d. 25% 0 

Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Studio, Komunikasi dan 

Pemancar 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

Alat Studio  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

 

Penambahan masa manfaat aset tetap karena terhadap aset tetap baik 

berupa overhaul/renovasi/perbaikan dapat berpatokan pada  tabel berikut: 

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap 
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Peralatan Pemancar Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 5 

    

Peralatan Komunikasi 

Navigasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 9 

    

Alat Kedokteran dan 

Kesehatan 

   

Alat Kedokteran Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat laboratorium    

Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 4 

    

Unit Alat laboratorium Kimia 

Nuklir 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

    

Alat Laboratorium Fisika Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

    

Alat Proteksi radiasi / 

Proteksi Lingkungan 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

Radiation Application & Non 

Destructive Testing laboratory 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

 

Alat laboratorium Lingkungan 

Hidup 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Peralatan Laboratorium 

Hidrodinamica 

Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

Alat laboratorium 

Standarisasi Kalibrasi & 

Instrumentasi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

Alat Persenjataan    

Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Persenjataan Non Senjata Api Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 1 

    

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 0 

  >75% s.d.100% 2 

    

Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Komputer    

Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Alat Eksplorasi    

Alat Eksplorasi Topografi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 
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Alat Eksplorasi Geofisika Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

Alat Pengeboran    

Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

    

Alat Pengeboran Non Mesin Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Alat Produksi Pengolahan dan 

Pemurnian 

   

Sumur Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Pengolahan dan Pemurnian Overhaul >0% s.d. 25% 3 

  >25% s.d 50% 5 

  >50% s.d 75% 7 

  >75% s.d.100% 8 

    

Alat Bantu Explorasi    

Alat Bantu Explorasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

    

Alat Bantu Produksi Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 6 

  >75% s.d.100% 7 

    
Alat keselamatan Kerja    

Alat Deteksi Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 3 

    

Alat Pelindung Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 0 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

 

    
Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 1 

  >75% s.d.100% 2 

    

Alat Kerja Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 6 

    

Alat Peraga    

Alat Peraga Pelatihan dan 

Percontohan 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 4 

  >50% s.d 75% 5 

  >75% s.d.100% 5 

    

Peralatan Proses / Produksi    

Unit Peralatan Proses / 

Produksi 

Overhaul >0% s.d. 25% 2 

  >25% s.d 50% 3 

  >50% s.d 75% 4 

  >75% s.d.100% 4 

    

Rambu-rambu    

Rambu-rambu Lalu lintas 

Darat 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 3 

  >75% s.d.100% 4 

    

Rambu-rambu Lalu lintas 

Udara 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 2 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 4 

    

Rambu-rambu Lalu lintas 

Laut 

Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Peralatan Olah Raga    

Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d.100% 2 

    

Bangunan Gedung    

Bangunan Gedung Tempat 

Kerja 

Renovasi >0% s.d. 25% 5 

  >25% s.d 50% 10 

  >50% s.d 75% 15 

  >75% s.d.100% 50 
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Bangunan Gedung Tempat 

Tinggal 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Monumen    

Candi/ Tugu Peringatan / 

Prasasti 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Menara    

Bangunan Menara 

Perambuan 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Tugu Titik Kontrol / Prasasti    

Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jalan dan Jembatan    

Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 60% 5 

  >60% s.d 100% 10 

    

Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Air    

Bangunan Air Irigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2 

  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d 20% 10 

    

Bangunan Pengairan Pasang 

Surut 

Renovasi >0% s.d. 5% 2 

  >5% s.d 10% 5 

  >10% s.d 20% 10 

    

Bangunan Pengembangan 

Rawa dan Polder 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

  >5% s.d 10% 3 

  >10% s.d 20% 5 

    

Bangunan Pengaman 

Sungai/Pantai & 

Penanggulangan Bencana 

alam 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d 20% 3 

    

 

Bangunan Pengembangan 

Sumber air dan Tanah 

Renovasi >0% s.d. 5% 1 

  >5% s.d 10% 2 

  >10% s.d 20% 3 

    

Bangunan Air Bersih/Air 

Baku 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi    

Instalasi Air Bersih/Air baku Renovasi >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Instalasi Pengelolahan 

Sampah 

Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi Pengolahan Bahan 

Bangunan 

Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi Pembangkit Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 3 

  >45% s.d 65% 5 

    

Instalasi gas Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 1 

  >45% s.d 65% 3 

    

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 

  >30% s.d 45% 1 

  >45% s.d 65% 3 
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Jaringan    

Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jaringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 5 

  >45% s.d 65% 10 

    

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2 

  >30% s.d 45% 7 

  >45% s.d 65% 10 

    

Alat Musik Modern/Band Overhaul >0% s.d. 25% 1 

  >25% s.d 50% 1 

  >50% s.d 75% 2 

  >75% s.d 100% 2 

    

ASET TETAP DALAM 

RENOVASI 

   

Peralatan dan Mesin dalam 

renovasi 

Overhaul >0% s.d. 100% 2 

    

Gedung dan bangunan dalam 

Renovasi 

Renovasi >0% s.d. 30% 5 

  >30% s.d 45% 10 

  >45% s.d 65% 15 

    

Jaringan Irigasi dan Jaringan 

dalam Renovasi 

Renovasi 

/Overhaul 

>0% s.d. 100% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan 

dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 

a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:  

1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau  

2) bertambah umur ekonomis, dan/atau  

3) bertambah volume, dan/atau  

4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau  

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut 

material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang 

ditetapkan (capitalization thresholds). 

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap: 

a. Pengadaan tanah; 

b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai; 

c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan; 

d. Pembangunan gedung dan bangunan; 

e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan; 

f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan 

g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya. 

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi 

biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, 

biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan. 
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Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang 

dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, 

biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba. 

 

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya 

yang dapat dikapitalisasi berupa: 

a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai 

kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan 

dan jasa konsultan; 

b. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya 

yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak 

langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya 

perizinan. 

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat 

dikapitalisasi berupa: 

a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, 

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, 

biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; 

b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola 

berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi 

biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya 

perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan 

pembongkaran bangunan lama. 

c. Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi 

pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan 

gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir 

tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai 

”Konstruksi Dalam Pengerjaan”. 

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat 

dikapitalisasi berupa: 

a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, 

biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, 

biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas 

tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; 

b. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang 

dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak 

langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga 

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya 

perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada 

diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. 

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap                    

pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos 

angkut,   dan biaya asuransi. 

Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang 

dapat dikapitalisasi berupa: 

a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, 

biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; 
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b. Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya 

langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan 

baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan 

pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau 

memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan 

kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau 

peningkatan standar kinerja adalah    pemeliharaan/ 

perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan 

rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk 

mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau 

hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.  

Misalnya kegiatan pengecetan gedung, service AC, Service Mobil, Jasa 

Kebersihan dan lain-lain. 

 

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal 

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang 

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan 

penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 

 

8. Penyusutan 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. 

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-

masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap 

dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak 

dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan 

penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat 

digunakan atau mati. 

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang 

nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam 

laporan operasional. 

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus 

(straight line method). Metode garis lurus atau straight line method 

adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari 

tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang 

bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai 

metode yang paling mudah dan sederhana. 

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang 

sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang 

digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau 

kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. 

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Kode 
Barang 

Uraian 

Masa 
Manfaat 

(Tahun) 

1 2 3 

1 3 2  GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN  

1 3 2 01 ALAT-ALAT BESAR DARAT 10 

1 3 2 02 ALAT-ALAT BESAR APUNG 8 

1 3 2 03 ALAT-ALAT BANTU 7 

1 3 2 04 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7 

1 3 2 05 ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR 2 

1 3 2 06 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10 

1 3 2 07 ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR 3 

1 3 2 08 ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA 20 

1 3 2 09 ALAT BENGKEL BERMESIN 10 

1 3 2 10 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5 

1 3 2 11 ALAT UKUR 5 

1 3 2 12 ALAT PENGOLAHAN PERTANIAN 4 

1 3 2 13 
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN / ALAT 
PENYIMPANAN PERTANIAN 

4 

1 3 2 14 ALAT KANTOR 5 

1 3 2 15 ALAT RUMAH TANGGA 5 

1 3 2 16 PERALATAN KOMPUTER 5 

1 3 2 17 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT 5 

1 3 2 18 ALAT STUDIO 5 

1 3 2 19 ALAT KOMUNIKASI 5 

1 3 2 20 PERALATAN PEMANCAR 10 

1 3 2 21 ALAT KEDOKTERAN 5 

1 3 2 22 ALAT KESEHATAN 5 

1 3 2 23 UNIT-UNIT LABORATORIUM 8 

1 3 2 24 ALAT PERAGA/PERAKTEK SEKOLAH 10 

1 3 2 25 UNIT ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR 15 

1 3 2 26 
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ 
ELEKTRONIKA 

15 

1 3 2 27 
ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI 
LINGKUNGAN 

10 

1 3 2 28 
RADIATION APLICATION AND NON DESTRUCTIVE 
TESTING LABORATORY (BATAM) 

10 

1 3 2 29 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7 

1 3 2 30 PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA 15 

1 3 2 31 SENJATA API 10 

1 3 2 32 PERSENJATAAN NON SENJATA API 3 

1 3 2 33 SENJATA SINAR 5 
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1 3 3  GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN  

1 3 3 01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 50 

1 3 3 02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 50 

1 3 3 03 BANGUNAN MENARA 40 

1 3 2 04 BANGUNAN BERSEJARAH 50 

1 3 3 05 TUGU PERINGATAN 50 

1 3 3 06 CANDI 50 

1 3 3 07 MONUMEN/ BANGUNAN BERSEJARAH 50 

1 3 3 08 TUGU PERINGATAN LAIN 50 

1 3 3 09 TUGU TITIK KONTROL/ PASTI 50 

1 3 3 10 RAMBU-RAMBU 50 

1 3 3 11 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 50 

1 3 4  GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN  

1 3 4 01 JALAN 10 

1 3 4 02 JEMBATAN 50 

1 3 4 03 BANGUNAN AIR IRIGASI 50 

1 3 4 04 BANGUNAN AIR PASANG SURUT 50 

1 3 4 05 BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN 
PODER 

25 

1 3 4 06 
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN 
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM 

10 

1 3 4 07 
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN 
AIR TANAH 

30 

1 3 4 08 BANGUNAN AIR BERSIH/ BAKU 40 

1 3 4 09 BANGUNAN AIR KOTOR 40 

1 3 4 10 BANGUNAN AIR 40 

1 3 4 11 INSTALASI AIR MINUM/AIR BERSIH 30 

1 3 4 12 INSTALASI AIR KOTOR 30 

1 3 4 13 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK 10 

1 3 4 14 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN 10 

1 3 4 15 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 40 

1 3 4 16 INSTALASI GARDU LISTRIK 40 

1 3 4 17 INSTALASI PERTAHANAN 30 

1 3 4 18 INSTALASI GAS 30 

1 3 4 19 INSTALASI PENGAMAN 20 

1 3 4 20 JARINGAN AIR MINUM 30 

1 3 4 21 JARINGAN LISTRIK 40 

1 3 4 22 JARINGAN TELEPON 20 

1 3 4 23 JARINGAN GAS 30 
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Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah, Aset Tetap yang 

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah 

diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan, aset 

tetap yang rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada 

pengelola barang untuk dihapuskan dan konstruksi dalam pengerjaan. 

Aset Tetap yang hilang dan aset tetap yang rusak sebagaimana tersebut di 

atas direklasifikasi ke dalam Aset lainnya.  

Aset tetap yang telah dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan 

penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, 

maka terhadap aset tersebut : 

a. direklasifikasi dari aset lainnya ke akun aset tetap, 

b. disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. 

Nilai aset tetap yang disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, 

sehingga diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang 

dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa 

manfaatnya. 

 

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa 

memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan 

laporannya  secara semesteran. 

 

Pencatatan aset berikut yang berkaitan dengan perhitungan penyusutan 

yaitu: 

1. Pencatatan aset pertama kali 

Pencatatan aset pertama kali dilakukan melalui menu pengadaan atau 

penatausahaan. Pencatatan aset ini berdasarkan berita acara serah 

terima dari pelaksana kegiatan. Atribut yang harus diisi dalam 

penginputan aset adalah  

a. Kode kepemilikan 

b. Kode rekening aset 

c. Tanggal Perolehan dan tanggal pembukuan aset 

d. Nilai pembelian/perolehan 

e. Asal usul pembelian 

f. Kondisi 

g. Masa manfaat 

 

2. Kapitalisasi 

Pencatatan kapitalisasi adalah mencatat penambahan nilai dan masa 

manfaat dari aset yang sudah tercatat dalam Aplikasi SIMDA BMD. 

Pencatatan ini berdasarkan nilai kontrak atau perolehan, berita acara 

penyelesaian pekerjaan, dan kebijakan akuntansi untuk masa manfaat. 

Atribusi yang harus diisi adalah: 

a. Tanggal Dokumen kapitalisasi 

b. Nomor Dokumen kapitalisasi 

c. Nilai Kapitalisasi  

d. Masa Manfaat tambahan 

Pencatatan Kapitalisasi ini akan menambah nilai dan masa manfaat aset 

tetap. 
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3. Koreksi 

Pencatatan koreksi aset mencatat koreksi nilai dari aset berdasarkan 

hasil penilaian atau koreksi dari auditor. Atribusi yang harus diisi 

adalah: 

a. Tanggal Dokumen kapitalisasi  

b. Nomor Dokumen kapitalisasi 

c. Nilai koreksi 

d. Masa Manfaat koreksi  

Pencatatan Kapitalisasi ini akan mengubah nilai aset tetap. 

 

4. Penghapusan 

Penghapusan terhadap sebuah aset dapat menyebabkan penghapusan 

aset secara keseluruhan (penghapusan aset) atau penghapusan aset 

sebagian saja. Penghapusan aset secara keseluruhan akan menghapus 

aset sampai dengan registernya, sehingga aset sudah tidak tercatat lagi 

dalam laporan aset tetap di neraca. Sedangkan penghapusan sebagian 

aset akan mengurangi nilai aset tersebut, tanpa mengurangi masa 

manfaat aset yang sudah tercatat. Penghapusan aset atau sebagian aset 

berdasarkan Berita Acara Penghapusan yang diketahui oleh Panitia 

Penghapusan Barang Milik Daerah. Perhitungan penyusutan atas aset 

dilakukan sampai dengan satu bulan sebelum aset tersebut dihapuskan 

berdasarkan SK Penghapusan yang telah diinput.   

 

5.  Rumus Perhitungan Penyusutan 

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa 

memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan 

laporannya  secara semesteran.  Adapun rumus perhitungan nya 

dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut: 

a. Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi 

Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai 

perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan 

nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut: 

 

 GEDUNG KANTOR  

1 Nilai     6.000.000.000  

2 Tanggal Perolehan 19 Agustus 2010 

3 Masa Manfaat  50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 

2010 - Juli 2060 

600 Bulan 

4 Penyusutan Perbulan  (6.000.000.000/600 

Bulan) 

             

10.000.000  

5 Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 

Bulan) 

65 Bulan 

 - 19/08/2010 sd 31/12/2010 =   5 Bln 5 Bulan 

 - 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln 60 Bulan 

 65 Bulan x Rp.10.000.000        650.000.000  

6 Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)  

 - Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000            60.000.000  

 - Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000            60.000.000  
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7 Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 

Bulan) 

         

770.000.000  

8 Nilai Buku Per 31 Desember 2016     5.230.000.000  

9 Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-

77 Bulan) 

523 Bulan 

 - 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059) 516 Bulan 

 - 7 Bulan (di tahun 2060) 7 Bulan 

 

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 

2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 

2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD 

menggunakan perhitungan penyusutan aset  berdasarkan model bulanan 

dan bukan menggunakan metode tahunan. 

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset 

dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang 

diberlakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan nilai 

penyusutan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 (Rp6.000.000.000/600 

Bulan). 

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-

masing sebesar Rp60.000.000 (6 Bulan x Rp10.000.000) dengan akumulasi 

penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar  Rp770.000.000 

dan nilai buku aset Rp5.230.000.000 (Rp6.000.000.000-Rp770.000.000) 

dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan. 

 

b. Aset Tetap Dengan Kapitalisasi 

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai 

buku sebelum Kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset 

awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang 

dilakukan. Contoh perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) 

dapat disajikan sebagai berikut: 

 

A GEDUNG KANTOR  

1 Nilai  6.000.000.000  

2 Tanggal Perolehan 19 Agustus 2010 

3 Masa Manfaat  50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 

2010 - Juli 2060 

600 Bulan 

4 Penyusutan Perbulan  (6.000.000.000/600 

Bulan) 

         10.000.000  

5 Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 

Bulan) 

65 Bulan 

 - 19/08/2010 sd 31/12/2010 =   5 Bln 5 Bulan 

 - 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln 60 Bulan 

 65 Bulan x Rp.10.000.000       650.000.000  

6 Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)  

 - Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000          60.000.000  

 - Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000          60.000.000  

7 Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 

Bulan) 

      770.000.000  
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8 Nilai Buku Per 31 Desember 2016    5.230.000.000  

9 Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-

77 Bulan) 

523 Bulan 

 - 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059) 516 Bulan 

 - 7 Bulan (di tahun 2060) 7 Bulan 

B GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)  

1 Nilai Kapitalisasi       100.000.000  

2 Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)      6.100.000.000  

3 Tanggal Perolehan Kapitalisasi 01/03/2017 

4 Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun 

(5 x 12 Bulan) 

60 Bulan 

5 Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-

PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB ) A8 + B1-

Rp20.000.000 

           

5.310.000.000  

6 Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK 

BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3) 

581 

  - Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 

(A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN 

521 

 - Tambahan Masa Kapitalisasi (B4) 60 

7 Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017 10.000.000 

 -  Januari - Februari 2017 (2 Bulan) 

Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum 

Kapitalisasi 

                

20.000.000  

 -  Maret - Desember 2017 (10 Bulan) 

Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6) 

                    

9.139.415  

8 Penyusutan Tahun 2017       111.394.148  

 - Semester  I         56.557.659  

   1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 ( 2 Bln x 

Rp10.000.000 (B7)) = Rp 20.000.000 

 

   1 Maret 2017 - 30 Juni 2017    ( 4 Bln x 

Rp9.139.415    (B7)) = Rp 36.557.659 

 

 - Semester II = 6 Bulan x B 7  ( 6 Bulan x 

Rp9.139.415) 

        54.836.489  

9 Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 

2017 (A7 + B8) 

               

881.394.148  

10 Nilai Buku Per 31 Desember 2017   5.218.605.852  

11 Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 

(A9+B4-12 Bulan) 

571 

 - 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064) 564 

 - 7 Bulan (di tahun 2065) 7 

 

Pada perhitungan diatas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa 

adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah 

memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa 

menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) 

dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut 

menjadi 581 bulan.   
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Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi 

menjadi Rp5.310.000.000 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 

(penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya 

penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000 menjadi  

Rp9.139.415.  

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) 

menjadi    Rp881.394.148.  Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 

menjadi Rp5.218.605.852 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 

Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama 

dengan 571 bulan. 

 

9. Aset Bersejarah 

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus 

dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya 

pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang 

berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan 

lokasi yang ada pada periode berjalan. 

Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage 

assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan. 

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya 

kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh 

bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus 

tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset 

tetap lainnya. 

 

10. Penghentian dan Pelepasan 

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset 

secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat 

ekonomi masa yang akan datang. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi 

dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak 

memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya 

sesuai dengan nilai tercatatnya. 

 

 

D. PENYAJIAN  

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Nilai Aset Tetap yang disajikan 

adalah sebesar nilai perolehannya. Sedangkan penyusutan Aset Tetap 

disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan 

secara akumulasi. 

Aset Tetap yang hilang dan aset tetap yang rusak yang telah diusulkan 

pengguna barang kepada pengelola barang untuk dihapuskan tidak disajikan 

pada neraca namun diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan 

Aset tetap yang hilang yang kemudian ditemukan disajikan sebesar nilai 

akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya 

ditambah akumulasi selama aset tersebut direklas ke aset lainnya. Berikut 

adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah. 
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P EM ERINTAH P ROVINSI/KABUP ATEN/KOTA 

NERACA 

NERACA ASET TETAP (Dalam Rupiah) 

Uraian 20X1 20X0 
ASET 

ASET LANCAR 

Kas di Kas Daerah 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Penerimaan 

Investasi Jangka Pendek 

Piutang Pajak 

Piutang Retribusi 

Penyisihan Piutang 

Belanja Dibayar Dimuka 

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 
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E. PENGUNGKAPAN 

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut: 

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying 

amount); 

2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

a) Penambahan; 
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b) Pelepasan; 

c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

d) Mutasi aset tetap lainnya. 

3. Informasi penyusutan, meliputi: 

a) Nilai penyusutan; 

b) Metode penyusutan yang digunakan; 

c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode; 

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset 

tetap; 

c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;  

d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi 

dan lokasi aset dimaksud. 

 

 

 

 

  

BUPATI BANGKA SELATAN, 

 
ttd 

 

JUSTIAR NOER 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.jdih.bangkaselatankab.go.id/


www.jdih.bangkaselatankab.go.id  

 

LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 29 TAHUN 2018  

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BANGKA 

SELATAN 

 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA  

 

A. UMUM 

  

2. Definisi  

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal 

Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset 

pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, 

investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.  

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting 

bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan 

jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait 

aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang 

cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah 

sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu 

keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai 

aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam 

pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.   

 

3. Klasifikasi  

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: 

URAIAN JENIS URAIAN 

Tagihan Jangka Panjang  
 

Tagihan Penjualan Angsuran  
 

 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  
 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga  
 

Sewa 

 Kerjasama Pemanfaatan 

 Bagun Guna Serah 

 Bangun Serah Guna 

Aset Tidak Berwujud Goodwil 

 Lisensi dan Frenchise 

 Hak Cipta 

 Paten 

Aset Lain Lain Aset Lain-lain 

 

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya 

menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan OPD.  

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:  

a. Tagihan Jangka Panjang;  

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan  

c. Aset lain-lain.  
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Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi:  

a. Aset Tak Berwujud; dan  

b. Aset lain-lain.  

 

B.  PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN  

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan 

pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:  

1. Tagihan Jangka Panjang  

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan 

tuntutan ganti kerugian daerah.  

a. Tagihan Penjualan Angsuran  

        Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 

diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran 

kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan 

penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan 

perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah 

golongan III.  

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah  

       Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti 

kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai 

dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh 

seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui 

ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat 

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).  

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga  

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang 

dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan 

dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan 

perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:  

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa  

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi 

perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi 

aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.  

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)  

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan 

adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah 

dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui 

pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan 

perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya 

kerjasama-pemanfaatan (KSP).  

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)  

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal 

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) 

adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah 

daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor 

tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya 
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serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian 

menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut 

fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka 

waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini 

pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.  

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah 

kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. 

Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.  

 

d. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)  

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal 

Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) 

adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, 

dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan 

dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset 

yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola 

sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.  

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 

digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor 

kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah 

daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. 

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara 

bagi hasil.  

 

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)  

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) 

menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter 

yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan 

hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan 

pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar 

entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:  

a. Goodwill  

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah 

akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. 

Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan 

pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan 

kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.  

b. Hak Paten atau Hak Cipta  

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan 

kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu 

karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain 

itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset 

tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk 

memanfaatkannya.  

 

 

 

http://www.jdih.bangkaselatankab.go.id/


www.jdih.bangkaselatankab.go.id  

 

c. Royalti  

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak 

cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan 

dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.  

d. Software  

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud 

adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat 

digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki 

karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software 

berkenaan.  

e. Lisensi  

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang 

diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak 

untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual 

yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.  

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang  

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang 

adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat 

ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat 

diidentifikasi sebagai aset.  

g. Aset Tak Berwujud Lainnya  

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang 

tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.  

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan  

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang 

diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 

satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati 

tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran 

yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan 

tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam 

Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan 

selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang 

bersangkutan.  

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:  

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang 

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB 

tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau 

dinikmati oleh entitas; dan  

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.  

 

4. Aset Lain-Lain  

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat 

disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak 

digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses 

penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain 

diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan 

direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.    
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C. PENGUKURAN  

 

1. Tagihan Jangka Panjang  

a. Tagihan Penjualan Angsuran  

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.  

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah  

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan 

dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak 

(SKTJM).  

 

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga  

a. Sewa  

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan 

aset yang bersangkutan.  

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)  

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada 

saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling 

objektif atau paling berdaya uji.  

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)  

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh 

pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset 

BGS tersebut.  

d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)  

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu 

sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah 

dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor 

untuk membangun aset tersebut.  

 

3. Aset Tidak Berwujud  

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus 

dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak 

berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi 

yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset 

tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah 

tersebut.  

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:  

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi 

dengan potongan harga dan rabat;  

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa 

aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja 

untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat 

diatribusikan secara langsung adalah:  

1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat 

digunakan;  

2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digunakan;  

3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara 

baik.  
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Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:  

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat 

pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang 

dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.  

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh 

entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga 

perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.  

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software 

komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah 

pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.  

 

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, 

namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar 

nilai wajar.  

 

4. Aset Lain-lain  

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset 

tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai 

tercatat/nilai bukunya. 

 

AMORTISASI  

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak 

berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah 

penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara 

sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Metode Amortisasi 

menggunakan metode garis lurus dan dilakukam setiap akhir periode. 

Aset Tak Berwujud memiliki masa manfaat selama 5 (lima) tahun.  

 

Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, 

metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode 

penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang 

digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat 

ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat 

ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi 

dilakukan setiap akhir periode. 

 

D. PENYAJIAN  

 

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh 

penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah. 
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E. PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-

kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:  

a. besaran dan rincian aset lainnya;  

b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;  

c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT 

dan BTO);  

d. informasi lainnya yang penting.  

 

 

 

 BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

ttd 

 

JUSTIAR NOER 

 

 

NERACA 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA 
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1 

20X

0 ASET 
ASET TETAP 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi dalam Pengerjaan 

Akumulasi Penyusutan 

Jumlah Aset Tetap 
DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 
Jumlah Dana Cadangan 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx

) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

xxx xxx 

xxx xxx 

xxx xxx 

ASET LAINNYA 
Tagihan Penjualan Angsuran 

Tuntutan Perbendaharaan 

Tuntutan Ganti Rugi 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Aset Tak Berwujud 

Aset Lain-Lain 

Jumlah Aset Lainnya 
JUMLAH ASET 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx 

xxx

x 

xxx

x  
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